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PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang harus
dipenuhidalam upaya peningkatan kesejahteraan. Sejalan dengan ini,
James Midgley (dalam Adi, 2013) juga mengungkapkan bahwa
kesejahteraan dapat tercipta apabila berbagai permasalahan sosial
dapat dikelola dengan baik.
Dalam bukunya, Sumardi (2016)  mengatakan bahwa profesionalitas
guru, baik pada jenjang dasar maupun menengah diidentifikasikan
masih kurang mampu mengelola praktik pembelajaran yang aktif,
inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi peserta didik.
Kekurang profesionalan guru dapat dilihat paling tidak dari segi
penguasaan materai ajar(kompetensi profesional); dan kemampuan
dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta
mengevaluasi hasil belajar peserta didik (kompetensi pedagogis)
Kalimantan Timur berdasarkan Hasil analisis data Survei Sosial
Ekonomi Nasional Maret 2020 menunjukkan hampir seluruh anak usia
7-15 tahun di Kalimantan Timur telah dapat mengakses pendidikan
dasar. Namun demikian, masih terdapat ketimpangan kesempatan
terhadap akses pendidikan menengah pada anak usia 16-18 tahun.
Tidak terdapat perbedaan akses pendidikan antara anak laki-laki dan
perempuan di kedua jenjang pendidikan. Faktor latar belakang
keluarga, yakni pendidikan kepala keluarga dan kondisi ekonomi, serta
tempat tinggal anak menjadi faktor yang berpengaruh terhadap
ketimpangan akses menuju pendidikan menengah. Tingkat
ketimpangan akses pendidikan menengah lebih rendah di wilayah
perdesaan dibandingkan wilayah perkotaan. Reformasi kebijakan di
bidang pendidikan sangat diperlukan untuk menghilangkan
keterkaitan antara akses pendidikan anak dengan keadaan di luar
kontrol seorang anak, seperti latar belakang keluarga atau tempat
tinggal. Kebijakan yang bisa diambil antara lain memperbanyak
jumlah sekolah menengah, serta meningkatkan akses transportasi dan
infrastruktur jalan untuk mempermudah akses pendidikan



 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur
terus berupaya meningkatkan kapasitas pendidikan lokal menyambut
Ibu Kota Nusantara (IKN), salah satunya menatar tenaga pendidik
dan kependidikan di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
"Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki wilayah yang sangat
luas, sehingga akses pendidikan menjadi tantangan khusus. Disdikbud
Kaltim telah melakukan peningkatan kompetensi bagi guru-guru di
daerah 3T maupun di perkotaan dalam upaya menciptakan kesetaraan
pendidikan di seluruh wilayah.
Disdikbud Kaltim telah mengidentifikasi kekurangan tenaga pendidik
dan kependidikan yang mencapai lebih dari 5.000 orang. Untuk
mengatasi hal ini, pemerintah setempat mengambil langkah-langkah
konkret, termasuk peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan
pembinaan. Salah satu inisiatif yang diambil adalah mengadakan
lomba sekolah terbaik, yang telah meningkatkan motivasi dan inovasi
di sekolah-sekolah, terutama di daerah 3T juga memiliki potensi yang
besar untuk berkembang,". pentingnya mengembangkan kegiatan yang
dapat meningkatkan kompetensi guru, yang merupakan kunci untuk
peningkatan kualitas pendidikan.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
Muhammad Kurniawan, setidaknya ada sekitar 4.583 guru yang telah bersertifikat
pendidik jenjang SMA/SMK/SLB baik PNS maupun Non-PNS di Tahun 2022.
“Total 4.583 ini dari jumlah keseluruhan guru yang ada di Kaltim sebanyak 9.613
guru. Dari data dapodik, untuk SMA negeri/swasta itu ada sekitar 4.544 guru, SMK
negeri/swasta 4.689 guru. Begitu juga SLB Negeri/Swasta jumlahnya 380 guru.
Totalnya kalau dijumlahkan disini sebesar 9.613 guru,” bebernya.
Adapun rincian 4.583 guru yang telah memiliki sertifikasi baik tingkat
SMA/SMK/SLB swasta dan negeri di Provinsi Kaltim antara lain 3.615 guru dengan
kategori Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan 968 untuk guru kategori Non
PNS.
Pertama guru PNSD Tingkat SMK Negeri (1498). Rinciannya, Samarinda (445),
Balikpapan (317), Berau (79), Bontang (150), Kutai Barat (38), Kutai Kartanegara
(156), Kutai Timur (76), Mahakam Ulu (0), Paser (113), PPU (124).
Kedua, untuk guru non PNS yang mengajar di sekolah Negeri. Tingkat SMK Negeri
(242). Rinciannya, Samarinda (59), Balikpapan (34), Berau (21), Bontang (6), Kutai
Barat (8), Kutai Kartanegara (45), Kutai Timur (45), Mahakam Ulu (0), Paser (19),
PPU (5).



Selain masalah kualitas kompetensi guru yang telah disebutkan
diatas, terdapat juga masalah lain terkait kewajiban guru dalam
mengajar. Dengan gambaran sebagai berikut, Sejak tahun 2009,
anggaran pendidikan telah mencapai 20% dari APBN. Setengah dari
anggaran tersebut dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru,
dengan pagu yang terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Maka
dari itu, dilihat dari persentase yang disisihkan untuk guru dapat
dikatakan bahwa kesejahteraan guru telah membaik. Bagi guru yang
telah disertifikasi, besaran tunjangan profesional bisa mencapai satu
kali gaji pokok. Apabila guru yang telah disertifikasi ditempatkan di
daerah khusus dan mendapatkan tunjangan khusus, maka
pendapatan mereka bisa mencapai tiga kali gaji pokok.
Pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam policy
brief meliputi jenis pendekatan, metode pengumpulan data,
penetapan informan, dan analisis data yang digunakan. Metode juga
bisa berupa kegiatan forum yang membahas tentang isu yang sedang
diangkat



Berdasarkan latar belakang dan telaah masalah yang dilakukan,
maka berikut merupakanmodel    rekomendasi kebijakan yang
menggambarkan logika pembentukan kebijakan yang akan diajukan

MODEL PEMIKIRAN



 Kebijakan ini merupakan suatu bentuk investasi atas sumber daya
manusia tenaga didik, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia output dari pendidikan, yakni putra dan putri
peserta didik. Adapun kebijakan ini diajukan untuk menjadi pijakan
utama yang menyempurnakan kebijakan dan program pembinaan
dan pengembangan profesi guru, yang dinilai belum berdampak
secara signifikan terhadap peningkatan kompetensi tenaga didik.
Terlebih, peningkatan kompetensi ini menjadi sangat penting
dikarenakan Kurikulum 2013 dan dilanjutkan kurikulum merdeka
yang telah terbentuk secara komprehensif berorientasi pada student-
centered learning. Oleh karena itu, kompetensi dan kapasitas tenaga
didik perlu ditingkatkan agar mampu memfasilitasi peserta didik
dalam kegiatan belajar mengajar siswa. 

REKOMENDASI KEBIJAKANPENINGKATAN
KOMPETENSI TENAGADIDIK SEKOLAH DI

KALIMATAN TIMUR 

Berikut merupakan aspek yang menjadi sasaran peningkatan
kompetensi tenaga didik diantaranya:

Keterampilan dasar (softskill) tenaga didik yang meliputi
kemampuan komunikasi inter-personal dan antar-personal,
kemampuanberpikir kritis dan pemecahan masalah,kemampuan
mengaplikasikan literasi dasar (membaca, menulis dan
berdiskusi), serta kemampuan manajerial kasus baik dalam
merespon peserta didik ataupun dalam orang tua peserta didik;

1.

Keterampilan mengajar berbasis teknologi yang meliputi
kemampuan mengoperasikan teknologi komputer dengan
aplikasi dasar microsoft office dan kemampuan mengumpulkan
bahan belajar mengajar yang bersumber dari internet
menggunakan teknologi komputer;

2.



REKOMENDASI KEBIJAKANPENINGKATAN
KOMPETENSI TENAGADIDIK SEKOLAH DI

KALIMATAN TIMUR 

3.  Keterampilan mengajar yang bersifat kontekstual yang meliputi
pemahaman mengenai aspek perkembangan peserta didik yang
dikategorikan anak secara biologis, psikologis, dan sosial- spiritual,
kemampuan mengajar yang menyesuaikan dinamika dan kondisi
pembelajaran, serta kemampuanmemfasilitasi kegiatan
belajarmengajar yang berorientasi pada siswa.

Ketiga aspek kompetensi tenaga didik tersebut dapat ditingkatkan
melalui kegiatan seminar dan pelatihan secara terprogram, yang
terdiri atas kurikulum penyelenggaraan pelatihan dan periode waktu
pelatihan tertentu.Penyelenggaraan kegiatan peningkatan
kompetensi ini dapat disesuaikan dengan konteks mata pelajaran
tenaga didik, yang dapat diselenggarakan bersama dengan program
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). 

 ADAPUN KEBIJAKAN INI MEMILIKI TUJUAN SEBAGAI BERIKUT:

Dalam jangka pendek, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi
pedoman untuk penyelenggaraan peningkatan wawasandan
keterampilan tenaga didik atas ketiga aspek kompetensi
melaluikegiatan seminar dan pelatihan yang terprogram;

1.

Dalam jangka menengah,implementasi dari kebijakanini
diharapkan dapat meningkatkan efisiensidan efektifitas
kegiatanbelajar mengajar di era digital;

2.

Dalam jangka panjgandiharapkan dapat meningkatkan kualitas
pendidikan atas peningkatan kualitas(kompetensi) sumber daya
manusiatenaga pendidik.

3.




